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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN PUBLIK PADA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS (UPT) PERBENIHAN TANAMAN HUTAN 

PROVINSI RIAU 

Oleh: 

Natasya 

NIM. 12070526767 

 

Penelitian ini dilaksanakan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan 

Tanaman Hutan Provinsi Riau. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa 

implementasi kebijakan pelayanan publik pada pada UPT Perbenihan Tanaman 

Hutan Provinsi Riau dan menganalisa apa faktor penghambat didalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat. Metodepenelitian ini memakai 

pendekatan kualitatif. Data yang diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. 

Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Pengambilan data dilakukan melalui wawancara terhadap informan yaitu Kepala 

Seksi Produksi Peredaran Sertifikasi Benih/Bibit, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 

Staff Seksi Produksi Peredaran Sertifikasi Benih/Bibit dan Masyarakat yang 

melakukan pengurusan Sertifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

meskipun sertifikasi bibit telah diterapkan dengan baik, terdapat hambatan terkait 

kurangnya sosialisasi dan pemahaman Masyarakat tentang prosedur dan manfaat 

sertifikasi, serta pelayanan yang tidak selalu sesuai dengan SOP. Namun terdapat 

faktor penghambat yaitu faktor eksternal seperti kurangnya minat Masyarakat 

juga mempengaruhi rendahnya partisipasi. 

 

Kata Kunci: Implementasi, Sertifikasi Mutu bibit, UPT Perbenihan Tanaman 

Hutan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Riau yang membidangi urusan perbenihan melakukan 

kegiatan antara lain produksi bibit, peredaran benih dan bibit serta layanan 

sertifikasi memiliki andil dalam penyediaan data dan informasi yang akurat 

cepat dan dibutuhkan stakeholders. UPT Perbenihan Tanaman Hutan sebagai 

salah satu unit kerja dibawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi Riau mempunyai tugas untuk membantu Kepala Daerah didalam 

penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perbenihan/bibit tanaman hutan 

dalam rangka mewujudkan visi daerah yaitu “Terwujudnya Riau yang Berdaya 

Saing, Sejahtera, Bermartabat dan Unggul di Indonesia. 

UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Riau dibentuk berdasarkan peraturan daerah Nomor 15 

tahun 2001 tanggal 28 April 2001 yang di ubah dengan Peraturan Gubernur 

Nomor 61 Tahun 2009 dan Peraturan Gubernur Riau No. 76 tahun 2017 

menjadi UPT Perbenihan Tanaman Hutan. UPT Perbenihan Tanaman Hutan 

pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang mempunyai 

fungsi menyelenggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan 

dengan perbenihan, bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di 

Provinsi Riau. 
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Fungsi hutan kota yaitu memperbaiki dan menjaga iklim mikro dan 

nilai estetika, meresapkan air, menciptakan keseimbangan dan keserasian 

lingkungan fisik kota, serta mendukung pelestarian keanekaragaman hayati 

Indonesia. Keberadaan Hutan Kota saat ini merupakan oksigen bagi 

masyarakat Kota Pekanbaru. Sebab kawasan ini juga termasuk area resapan air 

yang sanggup memasok oksigen untuk penduduk kota bertuah dalam sehari 

serta memiliki fungsi ekologis, sosial dan budaya.(Maulana dkk., 2021) 

Pada Peraturan Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik 

Indonesia Nomor P.3/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 Tentang 

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan Pasal 2 menyebutkan 

Perbenihan tanaman hutan itu bertujuan untuk menjamin kelestarian Sumber 

Daya Genetik Tanaman hutan dan pemanfaatannya dan juga untuk menjamin 

tersedianya Benih dan / Bibit tanaman hutan dengan mutu yang baik. 

Tabel 1.1 Jenis Pelayanan UPT Perbenihan Tanaman Hutan 
 

Jenis 

Pelayanan 

Jumlah Pelayanan Total 

2021 2022 2023 2024 2025 

Sertifikasi Mutu 

Bibit 

0 0 1 1 - 2 

Sertifikasi 

Sumber Benih 

0 0 1 2 - 3 

Distribusi Bibit 433 350 230 19 - 1.032 

TOTAL 

PELAYANAN 

433 350 232 21 - 1.037 

Sumber data:Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Tanaman Hutan 2023 

 

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari pelayanan UPT Perbenihan 

Tanaman Hutan Menurut Renstra didalam SOP nya pelayanan yang ada di 

dalam UPT Perbenihan Tanaman Hutan ada 3 jenis, yaitu Sertifikasi Mutu 
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bibit, Sertifikasi Sumber benih dan distribusi bibit. Adapun jumlah pegawai 

pada UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Lingkungan hidup dan 

Kehutanan Provinsi Riau adalah berjumlah 21 orang termasuk Kepala UPT 

Perbenihan Tanaman Hutan dan terbagi dari 3 Seksi yaitu: 4 orang dari Sub 

Bagian Tata Usaha, 9 orang dari Seksi Konservasi Sumberdaya Genetik dan 

Pemuliaan Tanaman, 7 orang dari Seksi Produksi, Peredaran dan Sertifikasi 

Benih/Bibit. 

Kegiatan pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, 

karena pelayanan sangat dibutuhkan dalam segala aspek kehidupan. Begitu 

juga dengan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah. 

Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi 

kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa dan 

pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Peningkatan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan instansi 

pemerintahan kini semakin mengemuka, bahkan menjadi tuntutan masyarakat 

Salah satu tugas pokok terpenting pemerintahan adalah memberikan 

pelayanan public kepada Masyarakat. Pelayanan publik merupakan pemberian 

jasa oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun pihak 

swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi 

kebutuhan atau kepentingan masyarakat. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: 

“Pelayanan publik adalah kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
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negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrativeyang 

disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik”. 

Berdasarkan Pasal 20 Ayat 1 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 

Tentang Pelayanan Publik, Penyelenggara Penyelenggara berkewajiban 

menyusun dan menetapkan standar pelayanan dengan memperhatikan 

kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi 

lingkungan.(Indonesia, 2009). 

Untuk terwujudnya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam 

pelayanan yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan Undang-Undang No 

25 Tahun 2009, maka UPT Perbenihan Tanaman Hutan juga memiliki 

komitmen yang sama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat perihal 

sertifikasi mutu bibit. 

Dalam Melakukan Pelayanan UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau memakai Standar 

Operasional Prosedur (SOP) dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Riau 

NO 76 Tahun 2017 Tentang Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan provinsi Riau.UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang membidangi urusan 

perbenihan melakukan kegiatan antara lain produksi bibit, peredaran benih 

dan bibit serta layanan sertifikasi memiliki andil dalam penyediaan data dan 

informasi yang akurat dan cepat yang dibutuhkan stakeholders di dalam 

mengambil  kebijakan,  didalam  mendukung  program UPT  Perbenihan 
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Tanaman Hutan diperlukan Data yang ada di Sub Bagian Tata Usaha, dimana 

penyimpanan arsip ini masih dalam bentuk hardcopy maupun didalam 

komputer yang tersebar. 

Sertifikasi benih dan bibit adalah pemberian label resmi dari dinas 

terkait yang mempunyai arti bahwa benih atau bibit yang sudah dilabel 

tersebut telah melalui suatu proses pemeriksaan kesehatan dan kemurnian, 

pengujian daya tumbuh dan kadar air serta memenuhi semua persyaratan 

untuk digandakan ataupun diedarkan. Bibit yang berkualitas dan memenuhi 

syarat adalah bibit yang memenuhi kriteria dalam hal sehat, tinggi dan subur 

serta bersertifikat artinya telah melalui pemeriksaan, pengujian dan 

pengawasan serta memenuhi semua persyaratan untuk di edarkan. Pada tahun 

2023 dan 2024 CV Kohasima Jaya dan CV Kemilau Tani Group mengajukan 

permohonan sertifikasi mutu bibit. 

Distribusi bibit kepada masyarakat adalah kegiatan pemberian bibit 

gratis dalam rangka mendukung kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan dari Distribusi bibit 

ini adalah meningkatnya tutupan lahan, meningkatnya perekonomian 

masyarakat serta meningkatnya indeks kualitas udara, air dan tanah. 

Untuk menjamin mutu bibit tersebut dapat sampai pada pengguna 

bibit, maka perlu adanya pembinaan sertifikasi dan pengawasan mutu bibit. 

System pengawasan mutu dan sertifikasi bibit yang tanggung adalah upaya 

pengawasan mutu dan pelayanan sertifikasi bibit yang benar-benar dapat 
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Pembuatan surat 

Permohonan 

Disposisi surat permohonan keKepala Seksi 

Produksi, Peredaran, dan Sertifikasi Benih 

Tim Penilai berkoordinasi dengan pemohon, 

melakukan Identifikasi dan Deskripsi Lengkap Tidak 

Keputusan Diskusi dituangkan didalam BAP 

Tim Penilai berdiskusi 

 

menjamin mutu bibit, baik yang diproduksi oleh produsen maupun yang 

digunakan oleh konsumen sesuai dengan standar mutu bibit yang berlaku. 

Dengan adanya kegiatan sertifikasi dan pengawasan peredaran bibit maka 

legalitas bibit akan terjaga dan menjamin ketersediaan benih unggul bermutu 

ditingkat petani/pengguna bibit secara berkesinambungan. Jika tidak 

dilakukannya sertifikasi mutu benih/bibit maka akan terjadinya peredaran 

benih palsu dan mutu bibit yang tidak baik. (Suharno & Wartapa, 2019) 

Gambar 1.1 Prosedur Penerbitan sertifikasi sumber bibit 

 atau perpanjangan masa aktif 
 

Sumber data: Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Tanaman Hutan 2023 

Dalam urgensi peilayanan meinurut Suwithi dalam (Frimayasa & 

Administrasi, 2017) Peilayanan prima itu adalah pelayanan yang teirbaik yang 

dibeirikan kepada pelanggan, baik peilanggan internal maupun eksteirnal 

berdasarkan standard dan prosedur sebuah pelayanan. Pelayana prima atau 

excellent serviceme ingeidepankan kepuasan pelanggan di atas segalanya. Jika 

pelayanan di seibuah Peirusahaan sudah meimberi keisan yang bagus keipada 

Kepala UPT Perbenihan Tanaman Hutan 

menerbitkan dokumen sertifikat sumber 

benih dan menyerahkan dokumen pada 

pemohon, jika telah membayar retribusi 

daerah 
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konsumen maka tidak menutup kemungkinan Perusahaan akan mendapatkan 

keuntungan dari promosi yang disampaikan konsumen kepada orang lain. 

Suatu organisasi atau Perusahaan seringkali menganggap hal sepeleterkait 

pelayanan yang diberikan, kareina berasumsi bahwa yang teirpenting adalah di 

kualitas produk dan jasanya saja, padahal ketika perusahaan teirsebut 

meingabaikan peilayanan keipada konsumen itu meirupakan suatu kesalahan 

besar. 

Meinurut Mahmudi (2007: 128) ia mengatakan bahwa pelayanan 

publik adalah segala keigiatan peilayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya, pemeinuhan keibutuhan publik 

dan peilaksanaan ketentuan peiraturan peirundang-undangan. 

Sedangkan meinurut Agung Kurniawan (2005:6) meingatakan bahwa 

pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan orang 

lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 

Berdasarkan observasi peneliti pada tanggal 03 Deisember 2023 di 

UPT Perbeinihan Tanaman Hutan Provinsi Riau, peneliti menemukan masalah 

kualitas peilayanan publik yaitu mengeinai kinerja pegawai yang beilum dapat 

meimberikan pelayanan yang maksimal keipada masyarakat, sehingga 

meimbuat masyarakat merasa tidak puas terhadap pelayanan yang diberikan 

dan masalah yang ditemui saat masyarakat mengajukan permohonan bibit dari 

administrasi masih banyak masyarakat yang belum paham dengan persyaratan 
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apa saja yang harus dibawa masyarakat. Kurang leingkap peirsyaratan karena 

kurang informasi dari pihak UPT Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Riau. 

Contohnya berdasarkan SOP Seirtifikasi Mutu Bibit, SOP Sertifikasi Sumber 

benih dan SOP distribusi bibit bahwa di dalam hal pelayanan UPT 

meingeirjakan paling lama 5 (lima) hari ke irja sejak permohonan masuk keUPT 

Perbeinihan Tanaman Hutan, namun dalam kenyataannya proses pelayanan 

yang dibeirikan leibih dari 5 hari masa kerja dan bisa sampai 14 hari kerja, 

sehingga pelayanan teirsebut tidak sesuai deingan SOP dan khususnya dalam 

hal pelayanan Sertifikasi Mutu Bibit jika pelayanan terseibut lama diproses 

maka akan terjadinya peiredaran benih/bibit palsu dan benih dengan mutu yang 

tidak baik. 

Tabel 1.2 SOP SERTIFIKASI MUTU BIBIT 
 

No Kategori Isi 

1 Bahan dan Alat 1. Pengukur diameter batang 

2. Pengukur tinggi bibit atau penggaris 

3. Alat hitung 

4. Hand Counter 

5. Alat tulis 
6. Tally sheet 

2 Prosedur / Langkah- 

langkah 

1. Permohonan Kepada Kepala UPT Perbenihan 

Tanaman Hutan 

2. Disposisi keKepala Seksi Produksi, Peredaran 

dan Sertifikasi Benih/Bibit 

3. Pembentukann Tim untuk penilaian Sertifikasi 
Mutu Bibit 

4. Pelaksanaan penilaian administrasi dan 

penilaian mutu terhadap bibit yang dinilai dan 

melaksanakan Rapat Tim untuk mendapatkan 

Rekomendasi Tim 

5. Pembayaran retribusi 
6. Penerbitan Sertifikat 

3 Diagram Alir PEMOHON 
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Kepala UPT 

Perbenihan 

 

 

 

 

 

Kepala Seksi Produksi, Peredaran 

dan Sertifikasi Benih/Bibit 

 
Pembentukan 

Kepala Seksi Produksi, Tim Penilaian 

Peredaran dan Mutu Bibit 

Sertifikasi Benih/Bibit 

 

Pelaksanaan 

Penilaian 

 

 

Penerbitan 
Pembayaran 

Sertifikat 
retribusi

 

4 Unit Terkait 1. Kepala UPT 

2. Kepala Seksi Produksi Peredaran dan Sertifikasi 
bibit/ benih 
3. Sertifikat Mutu Bibit 

 

 

 

Tabel 1.3 SOP Distribusi Bibit 
 

No Kategori Isi 

1 Pengertian Distribusi Bibit kepada masyarakat adalah 

kegiatan pemberian bibit gratis kepada 

masyarakat dalam rangka mendukung kegiatan 

Rehabilitasi Hutan dan Lahan Serta 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di 
Provinsi Riau 

2 Tujuan Meningkatnya tutupan lahan, meningkatnya 
perekonomian masyarakat serta meningkatnya 
indeks kualitas udara, air dan tanah. 

3 Kebijakan 1. Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang 

Kehutanan 
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1995 

tentang Perbenihan Tanaman Hutan 
3. Peraturan Direktur Jenderal Pengendalian Daerah 
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  Aliran Sungai dan Hutan Lindung Nomor: 

P.5/PDASHL/SET/KUM.1/4/2019 Tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan dan 

Pengelolaan Persemaian Permanen 

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.3/ 

MENLHK/ SETJEN/KUM.1/1/2022 Tentang 

Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan 

5. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Provinsi Riau tentang Petunjuk Teknis 
Pengelolaan Persemaian Permanen Kepau Jaya. 

4 Prosedur / Langkah- 

langkah 

1.) Permohonan Kepada Kepala Dinas 

Lingkungan Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Riau 

2.) Disposisi keKepala UPT Perbenihan 

Tanaman Hutan terkait permohonan bibit. 

3.) Disposisi keKepala Seksi Produksi, 

Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit dan 

Pengawas Persemaian untuk 

dipertimbangkan dengan ketersediaan bibit 

di Persemaian. 

4.) Penerbitan Berita Acara Penyerahan Bibit 

(BAP) yang harus ditandatangani oleh 

Pemohon (untuk Instansi/Organisasi 

disertai stempel) 

5.) Pemohon mengambil dan membawa Berita 

Acara Penyerahan Bibit yang sudah di 

tanda tangani kePersemaian Lubuk Sakat 

untuk mengambil bibit yang diserahkan 

oleh Pengawas Persemaian. 

6.) Proses distribusi bibit kepada masyarakat 

dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja 

sejak  permohonan  masuk  ke UPT 

Perbenihan Tanaman Hutan. 

5 Unit Terkait 1. Kepala UPT 

2. Kepala Seksi Produksi Peredaran dan Sertifikasi 

bibit/ benih 
3. Manajer Persemaian/ Petugas Lapangan 
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Berdasarkan data dan asumsi diatas, terjadi persoalan dan fenomena 

dalam urusan pelayanan sehingga peneliti beiranggapan untuk peirlu dilakukan 

penelitian tentang pelayanan publik di UPT Perbenihan Tanaman Hutan 

dengan judul “Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Pada Unit 

Peilaksana Teiknis (UPT) Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Riau” 

1.2 Rumusan Masalah 

 

1. Bagaimana Impleimeintasi kebijakan pelayanan publik pada UPT 

Perbeinihan Tanaman Hutan Provinsi Riau? 

1. Apa saja Faktor penghambat dalam meimbeirikan pelayanan pada UPT 

Perbeinihan Tanaman Hutan Provinsi Riau? 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui apakah Impleimentasi kebijakan pelayanan publik pada 

UPT Peirbenihan Tanaman Hutan Provinsi Riau sudah berjalan dengan 

baik atau belum 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor peinghambat dalam memberikan 

pelayanan pada UPT Peirbenihan Tanaman Hutan Provinsi Riau 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 

Dari peirmasalahan diatas maka pasti ada manfaat yang diharapkan 

dapat tercapai, Adapun manfaat dari peineilitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan informasi mengeinai peilayanan pada UPT Perbenihan 

Tanaman Hutan Provinsi Riau. 

b. Menambah pengetahuan dan mempeirluas wawasan bagi semua 
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kalangan mengenai penting nya memberikan pelayanan yang baik. 
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2. Manfaat Praktis 

 

a. Sebagai bahan refeirensi evaluasi kepada UPT Peirbenihan Tanaman 

Hutan untuk meningkatkan Impleimeintasi peilayanan yang diberikan 

kepada Masyarakat. 

1.5 Sisteimatika Peinulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, 

serta sisteimatika peinulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menguraikan tentang berbagai teori, konseip, 

definisi konsep, konsep operasional / variableipenelitian, dan 

hipotesis. 

BAB III : METODEPENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang waktu dan teimpat 

penelitian, jeinis peneilitian, jenis dan sumber data, Teknik 

pengumpulan data, serta Teknik Analisa data. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

1.1 Kebijakan Publik 

Berdasarkan terminologi, kebijakan publik (public policy) itu ternyata 

banyak sekali pengertiannya dari berbagai macam sudut pandang. Menurut 

Woll ia menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah sejumlah aktivitas 

pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung 

maupun melalui berbagai Lembaga yang mempengaruhi kehidupan 

masyarakat.(Rantung, 2024) 

Dalam perspektif instrumental, kebijakan publik merupakan alat untuk 

mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mewujudkan 

nilai-nilai kepublikan. 

Laswell dan Kaplan juga mengartikan bahwa kebijakan publik adalah 

sebagai projected program of goal, value, and practiceatau sesuatu program 

pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. 

(Taufiqurakhman, 2015) 

Chandler dan Plano menyebutkan bahwa kebijakan publik adalah 

pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada guna 

untuk memecahkan masalah-masalah publik ataupun pemerintahan. Ia juga 

mengatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang 

dilakukan secara terus menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok 
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yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan juga 

ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. 

Suatu pengertian dan persepsi dari berbagai ahli, maka dapat 

disimpulkan bahwasanya kebijakan publik adalah berbagai kegiatan tertentu 

yang dijalankan oleh pemerintah maupun aparat pemerintahan. Masing- 

masing peraturan yang ditetapkan pemerintah harus memiliki sasaran, 

sehingga kebijakan publik berfungsi dalam mengatasi suatu persoalan yang 

terdapat pada lingkungan masyarakat. Kebijakan publik sangat diperlukan 

karena tanggung jawab pemerintah merupakan penyedia layanan yang harus 

dibentuk. 

1) Model – Model Implementasi 

 

a. Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik Generasi I (Top- 

Down) implementasi diawali oleh pemerintah yang harus diikuti 

masyarakat. Model ini pada dasarnya mengikuti pendekatan 

preskriptif yang menafsirkan kebijakan sebagai input dan 

implementasi sebagai faktor output. Karena menekankan mereka 

pada keputusan pembuat kebijakan pusat, deLeon (2001,2) 

menggambarkan pendekatan top- down sebagai “mengendalikan 

fenomena elit”. Yang dimaksud fenomena elit adalah apa yang 

terjadi/aktivitas pemerintah mempengaruhi kebijakan publik yang akan 

dibuat. 

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van 

Meter dan Van Horn disebut  dengan A Model of the Policy 
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Implementation (1975). Proses implementasi ini merupakan salah 

satu contoh model Top-Down. Model ini mengandikan bahwa 

implementasi kebijakan berjalan secara linear dari keputusan 

politik, pelaksana dan kinerja kebijakan publik. Model ini 

menjelaskan bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa 

variableyang saling berkaitan, variable-variabel tersebut yaitu: 

a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan 

 

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya 

jika dan hanya ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis 

dengan social-budaya yang ada di level pelaksana kebijakan. Jadi 

ukuiran dan tujuan kebijakan itu harus realistis dan sesuiai dengan social 

budaya menurut Van Metter dkk. 

b) Sumber daya 

 

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung 

dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Suimber 

daya yang dikelola meliputi manusia, alam, dan informasi. 

c) Karakteristik agen pelaksana 

 

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal 

dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian 

kebijakan (puiblik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang 

tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Agen pelaksana 

tersebut meliputi misalnya kementrian, dinas, dan Lembaga-lembaga 

terkait. 
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d) Sikap/ Kecendrungan (Disposition) para pelaksana. 

 

Sikap penerimaan atau penolakkan dari agen pelaksana akan 

sangat  banyak  mempengaruhi  keberhasilan  ataui tidaknya 

kinerja implementasi kebijakan publik. Jelas pada model ini pelaksana 

sangat dominan perannya. 

e) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas pelaksana 

 

Koordinasi merupakan mekanismeyang ampuh dalam 

implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komu inikasi 

diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatuiproses implementasi, 

kesalahan kecil akan teirhindari jika bekoordinasi dengan baik. 

f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. 

 

Hal terakhir yang perluidiperhatikan guina menilai kinerja implementasi 

publik dalam perspektif Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana 

lingkungan eksternal turuit mendorong keberhasilan kebijakan publik yang 

telah ditetapkan. Lingkungan sosial ekonomi dan politik yang tidak kondusif 

dapat menjadi penyebab dari kegagalan kineirja implementasi kebijakan. 

b. Teori dan Model Implementasi Kebijakan Publik generasi II 

(Bottom-up) menurut Elmore(dalam Tachjan), yang 

mengembangkan empat model organisasi yang menggambarkan 

sekumpulan besar peimikiran mengenai masalah implementasi. 

Model implementasi ini didasarkan pada jenis kebijakan 

publik yang mendorong masyarakat untuk mengerjakan 

sendiri implementasi kebijakannya atau tetap melibatkan pejabat 
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pemerintah namun hanya ditataran rendah. Model-model tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Model manajemen sistem-sistem, mencakup asumsi-asumsi 

organisasi terdiri mainstream, tradisi rasionalis dari analis 

kebijakan. Manajemen merupakan hal terpenting jika ingin 

sebuah kebijakan berhasil. Dengan mengatur masyarakat dengan 

baik, artinya kebijakan juga bisa berhasil dengan baik. 

2. Model proses birokrasi, menggambarkan pandangan sosiologis 

tentang organisasi-organisasi, dan system pemerintah. Proses 

birokrasi ju iga bisa melibatkan partisipasi masyarakat secara 

langsu ing. 

3. Model Perkembangan organisasi, menggambarkan suatu 

kombinasi relativebaru dari teori sosiologis dan psikologis yang 

memusatkan perhatian pada konflik antara kebutuhan-kebutuhan 

individu dengan permintaan-permintaan atau tuntutan-tuntutan 

hidup organisasi. 

4. Model konflik dan bargaining, membahas masalah bagaimana orang 

dengan kepentingan-kepentingan berbeda Bersatu dalam 

menyelesaikan tugas. Ini dimulai dari anggapan bahwa konflik, 

yang mu ncul dari pengejaran keuntungan relativedalam 

hubungan bargaining, merupakan ciri dominan dari hidup organisasi 

tersebut. 

c. Teori dan Model Implementasi kebijakan publik Generrasi III 
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(Hybrid) Model Hybrid ini biasa disebu t dengan model campuran. 

Artinya kolaborasi pemerintah dan partisipasif masyarakat. 

Model hybrid dari Randall B.Ripley dan GraceA. Franklin dalam 

bu kunya yang berjudul Policy Implementasi and Buraecracy, 

(1986:232-33), menu lis tentang tiga konsep/variablekesuksesan 

implementasi, yaitu : 

1) Tingkat kepatuhan pada ketentuan yang berlaku. 

 

Perspektif pertama memahami keberhasilan implementasi sebagai 

keipatuhan para implementor, dalam melaksanakan kebijakan yang tertuang 

dalam dokumen kebijakan (dalam bentuik undang- undang, peraturan 

pemerintah, atau program). 

2) Lancarnya pelaksanaan rutinitas fungsi 

 

Bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas 

fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi. 

3) Terwujudnya kinerja dan dampak yang dikehendaki 

 

Bahwa keberhasilan suatuiimplementasi mengacu dan mengarah pada 

implementasi/pelaksanaan dan dampaknya (manfaat) yang dikehendaki 

dari semua program-program yang dikehendaki. Pendapat Ripley dan 

Franklin diatas menunjukkan bahwa keberhasilan suatuiimplementasi akan 

ditentukan bagaimana Tingkat keipatuhan, lancarnya ruitinitas fungsi 

Lembaga, dan hasil kebijakan yang sesuai dengan re incana dari 

kebijakan. (Maranda, 2018) 
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2) Aktor - Aktor Implemeintasi Keibijakan 

 

Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang 

terlibat. Meireka bisa beirasal dari kalangan peimerintahan mauipun 

masyarakat, dan diideintifikasi dari kalangan birokrasi, legislative, 

Leimbaga peiradilan, kelompok – kelompok peneikan dan organisasi 

komuinitas. (Diponegoro, 2012) 

a. Birokrasi 

 

b. Organisasi Komuinitas 

 

c. Badan Legislatif 

 

d. Lembaga Peradilan 

 

e. Kelompok Kepentingan 

2.2 Konsep Pelayanan Publik 

 

1) Pengertian Pelayanan 

Pelayanan kepada Masyarakat suidah menjadi tujuian utama didalam 

penyeileinggaraan administrasi publik. Di Indoneisia penyelenggaraan 

pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena 

perbaikan peilayanan publik di negara kita ini cenderung berjalan di tempat, 

sedangkan implikasinya sebagaimana yang kita keitahui sangat luas karena 

meinyentuh seluruih ruang-ruang kepuiblikan baik dalam kehiduipan ekonomi, 

social, politik, buidaya dan lain-lain. Di dalam bidang ekonomi, buruik nya 

pelayanan puiblik akan berimplikasi pada peinuiruinan inveistasi yang dapat 

berakibat terhadap pemuituisan huibungan kerja pada industri-industri dan 

tidak terbukanya lapangan kerja baru yang juiga akan beirpengaruih terhadap 
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meiningkatnya angka pengangguran. Akibat leibih lanjut dari masalah ini yaitu 

timbulnya keirawanan social. (Mahsyar, 2011) 

Crave ins (1998) mengeimukakan peindapatnya tentang pelayanan adalah 

upaya dalam memenuhi permohonan untuk menspesifikasikan produik- 

produik sepeirti data kinerja, peirmohonan untuk rincian, pemrosesan pesanan 

pembelian, penyelidikan statuis peisanan, dan layanan garansi. Peilayanan 

sering ju iga diseibut seibagai jasa yang diberikan oleh peruisahaan, yang 

artinya bahwa adanya suatu perbuatan yang dilaksanakan suatuipihak terhadap 

pihak lain. (AdeSyarif Maulana, 2016) 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pelayanan suatu kegiatan atau aktivitas yang diberikan oleh peimberi 

pelayanan sehingga dapat dirasakan oleh si penerima layanan meilalui 

hubuingan antara peinerima dan pemberi pelayanan yang mengguinakan 

peralatan beruipa organisasi atau lembaga peruisahan. 

2) Pengertian Publik 

Publik adalah seikelompok orang yang memiliki sudut pandang dan 

harapan yang sama, maksuidnya setiap orang yang mempu inyai suidut pandang 

yang sama pada suatuihal yang bersifat umuim. Secara umum istilah puiblik 

berasal dari bahasa Inggris public yang artinya uimum, masyarakat, dan 

negara. Kata puiblik sebenarnya sudah diteirima me injadi bahasa Indonesia 

baku menjadi puiblik yang artinya uimum, orang banyak atau ramai. 
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Publik ialah sejumlah manusia yang me imiliki kesamaan berfikir, perasaan, 

harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai- nilai juga 

norma yang mereika miliki. 

Dari beiberapa pendapat ahli diatas. maka dapat disimpulkan bahwa 

publik meiruipakan sekolompok orang yang mempunyai kepeintingan yang 

sama dan harapan yang sama yang mana kepentingan tersebut berhuibungan 

dengan kepentingan orang banyak. 

3) Pengertian Pelayanan Publik 

 

Salah satui tugas pokok peimerintahan yaitu adalah memberikan 

peilayanan public keipada Masyarakat. Peilayanan puiblic meruipakan 

peimberian jasa yang diberikan oleih pemerintah, pihak swasta atas nama 

peimerintah, ju iga teirhadap masyarakat, dengan peimbiayaan maupu in gratis 

guna meimenuihi kebutuhan atau kepentingan Masyarakat. 

Ada tiga jeinis alasan meingapa peilayanan publik itu menjadi titik strategis 

untuk memuilai mengembangkan dan menerapkan good goverment di 

Indonesia, yaitu: 

a. Pelayanan publik seilama ini menjadi bagian yang penting dimana negara 

diwakili peimerintah berinteraksi dengan masyarakat. Keberhasilan dalam 

pelayanan pu iblik akan mendorong tingginya dukuingan masyarakat 

terhadap kinerja pemerintahan. 

b. Pelayanan publik adalah tempat dimana berbagai aspek peimerintahan 

yang beirsih dan good goveirmant dapat di artikuilasikan secara muitlak. 
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c. Pelayanan puiblik melibatkan keipentingan semuia uinsu ir peimerintahan 

yaitu pemeirintah, swasta, masyarakat dan mekanismeipasar. 

Puiblik merupakan sekolompok orang (satuiorang) yang jelas, yang 

menjalin atauiyang harus menjalin suatuihuibungan istimewa dengan 

perusahan. Seiperti makna dari ruang puiblik, konsuimsi publik dan lain 

seibagainya. Menuirut PaulinePudjiastuti adalah orang-orang yang ada di 

luar keanggotaan, juga sangat mungkin tertearik pada isuiyang akan 

dinaikkan. 

Seidangkan menuirut Widodo (2001:131) Pelayanan publik yaitui: 

“Peimbeirian layanan (melayani) keiperluan orang atauiMasyarakat yang 

mempuinyai kepentingan pada organisasi tersebut seisuai dengan aturan 

pokok dan tata cara yang teilah ditetapkan”. (Maryam, 2016) 

Undang-undang No. 25 Tahuin 2009 teintang Pelayanan Puiblik 

mendeifinisikan pelayanan publik sebagai berikut: “Pelayanan Puiblik adalah 

kegiatan atauirangkaian kegiatan dalam rangkat peimenuhan kebutuihan 

pelayanan sesuai dengan peratuiran peirundang-uindangan bagi seitiap warga 

neigara dan peinduiduk atas barang, jasa, dan/atauipelayanan 

administrativeiyang disediakan oleh penyelenggara peilayanan publik. Dari 

definisi- definisi diatas dapat diambil kesimpuilan bahwa, dengan peilayanan 

puiblik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan semua masyarakat pada 

penyelenggaraan negara. Negara didirikan oleh puiblik masyarakat deingan 

beirtuijuan agar dapat meningkatkan kesejahteiraan masyarakat. 
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Tuijuan pelayanan publik adalah untuk membeirikan keipuiasan dan 

layanan yang sesuai deingan keiinginan masyarakat atauipeilayanan pada 

uimumnya. Agar dapat me incapai targeit tersebut maka kualitas peilayanan 

yang sesuiai deingan kebutuhan dan keinginan masyarakat harus meinjadi 

targeit pemerintahan. 

Meinu irut Bharata (2004:11) teirdapat einam uinsuir penting dalam proses 

pelayanan publik, yaitui: 

a. Peinyedia layanan, yaituipihak yang dapat memberikan suiatu layanan 

teirtentuikepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuik 

penyediaan bentuk peinyediaan dan penyerahan barang (goods) 

atauijasa-jasa (services). 

b. Peinerima layanan, yaitu mereika yang disebut sebagai konsumen 

(customer) yang meneirima berbagai layanan dari peinyedia layanan. 

c. Jeinis layanan, yaitu yang dapat diberikan oleh peinyeidia layanan 

kepada pihak yang membutuhkan layanan. 

d. Kepuiasan pelanggan, dalam membeirikan layanan penyedia layanan 

harus mengacu pada tujuian utama peilayanan, yaituikepuasan 

pelanggan. Ini sangat penting dilakukan kareina tingkat kepuasan 

yang diperoleh para peilanggan itu biasanya sangat beirkaitan erat 

dengan standar kualitas barang dan jasa yang mereka nikmati. 
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4) Jenis-Jeinis pelayanan Publik 

Didalam  Undang-Undang  No  25  tahuin  2009  Pasal  5  terdapat 

pengeilompokkan peilayanan umum kedalam tiga bagian yaitu: (1) Peilayanan 

Administratif, (2) Pelayanan Barang, dan (3) Pelayanan Jasa. Bentuik 

pelayanan puiblik yang diberikan keipada Masyarakat dapat dibedakan 

meinjadi beberapa jenis, yaitu: 

a. Pelayanan Administratif adalah peilayanan yang meinghasilkan 

berbagai macam bentuik dokumen resmi yang dibutuhkan oleih 

publik, contohnya seiperti statuis kewarganegaraan, sertifikat 

kompeiteinsi, kepemilikan atau peinguasaan terhadap suiatu barang dan 

lain sebagainya. 

b. Pelayanan Barang yaituipelayanan yang menghasilkan berbagai 

bentuk atauijenis barang yang digu inakan oleh semuia masyarakat. 

Contohnya seperti jaringan teilepon, jaringan listrik dan juga air 

bersih. 

c. Pelayanan Jasa yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai beintuik 

jasa yang diperluikan oleh puiblik. Misalnya pendidikan, peilayanan 

kesehatan, transportasi seirta jasa pengiriman barang. (Ristiani, 2020) 

Berdasarkan peindapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang 

dibutuihkan oleh setiap orang berbeda-beda, tergantuing pada permasalahan 

yang dihadapai oleih masyarakat tersebut. Sebagai pelayan puiblik, 

pemerintah harus mampu me imbeirikan pelayanan yang prima kepada seimua 

masyarakat tanpa adanya perbedaan. Jenis pelayanan yang di beirikan kepada 
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masyarakat juga dapat berbeda-beda tergantung kebutuhan masyarakat 

ituisendiri, namun manajemen penyelenggaraan layanan tersebut harus 

didasarkan pada prinsip dan nilai yang sama. 

5) Unsur-Unsur Peilayanan Publik 

Adapun unsur-uinsur peilayanan yaitu: 

a. Penyeidia layanan, adalah pihak yang mampu memberikan sebuah 

layanan tertentu kepada konsumen, baik berupa layanan dalam bentuik 

peinyedia, penyerahan dan barang atauijasa. 

b. Peneirima layanan, yakni konsumen atauicustomer yang menerima 

berbagai jenis layanan dari si peinyedia layanan. 

c. Jenis layanan, adalah layanan yang diberikan oleh penyedia layanan 

keipada semuia pihak yang membuituihkan layanan. 

d. Kepuasan pelanggan, didalam memberikan layanan peinyedia layanan 

haruis mengacu pada tujuian peilayanan, yakni kepuiasan peilanggan. 

 

6) Azas Pelayanan Publik 

 

Pelayanan puiblik harus selalu berubah mengikuti perkembangan 

masyarakat, karena masyarakat itu dapat berubah-ubah. Di dalam persoalan 

ini pemerintah harus melakukan negoisasi dan mengkolaborasikan 

berbagai keipentingan masyarakat. Sehingga peimberi layanan publik 

meimiliki kualitas yang seisuai deingan yang diharapkan masyarakat sebagai 

peinerima layanan. Pelayanan publik juiga harus dilaksanakan dalam suatui 
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rangkaian kegiatan terpaduiyang bersifat sederhana, teirbuika, lancar, teipat, 

leingkap, wajar, dan teirjangkau. 

Asas pelayanan publik menurut Keipu itusan Menteri Pendayaguinaan 

Aparatur Neigara Nomor 63/Kep/M.PAN/7/2003 Tentang Peidoman Umum 

Penyeilenggaraan Pelayanan Puiblik adalah sebagai berikut: 

a. Transparan, yakni pelayanan yang bersifat teirbuika, mudah dan dapat 

diakseis oleih semuia kalangan yang membutuihkan dan disediakan 

secara meimadai juga dibuiat agar mudah dipahami. 

b. Akuintabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipeirtanggungjawabkan 

sesuiai dengan ketentuian peirantuiran peruindang-uindangan. 

c. Kondisional, peilayanan yang sesuai dengan kondisi juga keimampuan 

si pemberi dan peinerima layanan dengan tetap berpeigang pada 

prinsip eifisiensi dan efeiktivitas. 

d. Partisipasif, pelayanan yang mampu mendorong peran juga 

Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan puiblik dengan 

meimperhatikan aspirasi, kebutuihan dan harapan masyarakat. 

(Purwanto eit al, 2022) 

e. Kesamaan Hak, peilayanan yang tidak melakukan diskriminasi dilihat 

dari aspeik manapuin khususnya sukui, ras, agama, golongan, status 

sosial, dan lain seibagai nya. (Purwanto et al, 2022) 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban yaitu petuigas sebagai pemberi 

layanan dan masyarakat sebagai peneirima layanan haruis memeinuhi 

hak dan kewajibannya masing-masing. (Purwanto et al, 2022) 
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7) Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyeilenggaraan peilayanan publik harus me imiliki standar 

pelayanan, seibagai jaminan adanya kepastian bagi pemberi didalam 

pelaksanaan tugas dan fungsinya dan bagi peinerima pelayanan dalam proses 

pengajuan permohonannya. Standar pelayanan merupakan ukuiran yang 

dilakukan dalam penyeilenggaraan pelayanan publik seibagai pedoman yang 

wajib ditaati dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan, dan menjadi 

pedoman bagi peinerima pelayanan dalam proseis pengajuan permohonan, 

serta seibagai alat kontrol masyarakat dan/atauipenerima layanan atas kinerja 

penyeileinggara pelayanan. 

Oleh karena ituiperluidisusun dan ditetapkan standar peilayanan sesuiai 

dengan sifat, jenis dan karakteristik pelayanan yang diselenggarakan serta 

meimperhatikan lingkungan. Dalam proseis peruimusan dan pemyusuinannya 

meilibatkan masyarakat dan/ atau stakeiholder lainnya (teirmasuk aparat 

birokrasi) untuk mendapatkan sasaran dan masukan dan membangun 

kepeidulian dan komitmen meningkatkan kuialitas pelayanan. 

Standar Pelayanan Publik me inuirut Keputusan Menteri PAN Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003, sekurang-kurangnya meilipuiti: 

1. Prosedur Pelayanan; 

 

2. Waktu iPenyelesaian; 

 

3. Biaya pelayanan; 

 

4. Produik Pelayanan; 
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5. Sarana dan Prasarana; 

 

6. Kompeiteinsi Peitugas Peilayanan; 

 

 

9) Pelayanan Publik Menurut Pandangan Islam 

Di dalam kitab suci Al-Qur’an terdapat ayat yang berhubungan dengan 

pelayanan public. Allah mengajak seitiap orang yang beriman agar 

meimberikan pelayanan yang baik. Allah SWT berfirman di dalam su irat An- 

Nisa: 36: 

ذى    جا ِ   ِ 

 ر ِ  

  ِ

 لِ     وا 

ي   ك ِ    سِ     م ِ    ِ  

  وا ِ    ن ِ  
 ل ِ 

  وا ِ   مىِ     تِ   

 لي  ِ  

ر   لق  ِ    ا    بىِ     ِ 

  ِ  ذى   وب  ِ 
ِ   ا سان  ِ   ي   لد  ِ    وا ِ    ل ِ    ا وب  ِ    نِ     ِ 

 حِ     ا  

ش  ي ـ  ِ   ل ِ    و ِ   ا ِ    ر ِ    ش ِ     ِ  ت  ِ 

 هِ     ِ  ب ا و ِ    ك ِ  

عب د وا  لل  ه    وا ِ   ِ 

ل ِ    ا ِ  ت خ ِ     م ِ     كا ِ   ِ 

ن    ِ
  م ِ  

 ن ِ  

ب   ِ   ِ لِ    ي  لل  ه   حِ     ي   ِ   ِ    ك  مان  ِ   ِ  ِ    ا    م ِ  ِ    ت ِ    ن ِ 

 ا  

  مل  ِ  

 ك ِ  

م ِ  

  ا 

 و ِ  

سب    ِ ي  ِ    ِ    ِ ب   وا ِ    ب ِ   ل ِ  ِ   ِ  

 ال   نِ   

جِ   
  

  ِ  ن ِ  ِ 

  ب ِ  

  ا ِ  ب

 ل ِ  

  ِ وا ِ   ح ِ    صا ِ 

 ب ِ    ل 

ج ِ  

 ن  

  ا  ر ِ    جا ِ  

 ل ِ  

  ِ

 لِ     وا 
 بىِ     رِ     لق  ِ    ا 

ِ  ا  ِ  و ِ  ر   ِ   ف   ِ  خ  

۝٣٦ Artinya: Seimbahlah Allah dan janganlah kamu imempeirsekutukan 

Nya deingan sesuatuipun, dan berbuat baiklah keipada dua orang Ibui-Bapak, 

karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan 

tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnuisabil dan hamba sahayamu. 

Sesuingguhnya Allah tidak menyuikai orang-orang yang sombong dan 

meimbangga-banggakan diri. Dekat dan jauh di sini ada yang mengartikan 

dengan teimpat, huibuingan kekeluargaan, dan ada pula antara yang muislim 

dan yang bukan muslim. Ibnuisabil ialah orang yang dalam perjalanan yang 

bukan ma'shiat yang kehabisan bekal. Termasuik ju iga anak yang tidak 

dikeitahuii ibu ibapaknya. 

Dalam pandangan Islam Amanah jujur dan adil sangat diuitamakan, 

ini agar terciptanya kepercayaan antara pengikut pada pemimpin, pada 
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layanan khusuisnya yang paling ditakuiti teirjadinya sogokan di dalam 

suatuiuruisan antara yang seidang menguirus dengan yang diuirus. Di negara kita 

ini terdapat juiga hal-hal seiperti misalnya, seorang pemimpin yang akan 

meimbuat gampang uruisannya hanya dengan membayar uang sogokan, 

padahal di dalam Islam pemberi suiap dan yang meneirima suap sama-sama 

terlibat dosa dan akan mendapatkan ganjaran di neiraka nanti oleh Allah. Dan 

Allah berfirman di dalam Suirat Al-Maidah ayat 42: 

 

  ع ِ    ت    ن ِ    وا  ِ   ِ     م ِ    ه ِ    ن ِ    ع ِ    ضِ   

 ضِ      ر ِ  

ع    ِ 

 ر ِ  

ين    ب    م ِ     ا    و ِ    ا    م ِ    هِ     ِ 

حك    ِ 

  اف  

 كِ   

  ء ِ  

  و ِ  

  جِ   
 اِ  

  ِ   ِ  ف ت ِ   ِ  

 ن ِ     ا ِ  

  ِ   س ِ 

 حِ   

  و ِ    ل  ه ك ا   لل ِ  

ن   ب ِ    ِ 

 كِ     ل ِ    لِ   

 ذ ِ  

ن   و ِ    مع  ه   سِ     ِ 

ي   طِ    ِ   42ن ِ    ِ    ل ِ    ا بِ  

   ق ِ    م ِ  

 س ِ  

لل ه   ِ   ِ ِ  

  ِ  ي

 ح ِ  

ِ    ا     سِ     نِ  

  ِ 
 ِ  ط ِ 

ين    ب   مِ     حك ِ      كِ     حِ    تِ     اف   قِ     ل ِ    ا ب    مِ     ه ِ    ِ 

 مِ   

  ن ِ  

 وا  ِ  

ش  ي ـ  ِ   ِ    ا ِ    ِ ض    ِ   ِ   و ِ    ر ِ 

ك   ِ 
    ِ  ل ِ  ف م ِ    ه ِ    ن ِ    ع ِ  

ِ  ي  ن ِ    ِ 

Artinya: Meireka sangat suka mendeingar berita bohong, banyak 

meimakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahuidi) datang 

kepadamu (Mu ihammad uintuik meminta putusan), maka berilah putusan di 

antara mereika atau berpalinglah dari mereka, dan jika eingkau beirpaling dari 

meireka maka mereka tidak akan membahayakanmu seidikit pun. Tetapi jika 

engkauimemutuskan (perkara mereka), maka puituiskanlah dengan adil. 

Sesuingguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. 

Oleh kareina itu, Islam adalah peratuiran yang sempuirna yang mengatur 

kehidupan manusia seisama manusia (Penguirus Daerah Peirsatuan Tarbiyah 

Islamiyah Provinsi Riau, 2005:150) 

Untuk itu ditegaskan juga dalam hal pelayanan untuk kelompok 

pemeirintah dan masyarakat heindaknya saling berlaku adil dan juijur 
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ini haruis baik uintuik meinghasilkan suatu keirja sama yang saling 

menguntuingkan, membutuhkan dan saling meimahami. 

2.3 Peinelitian Te irdahulu 

 

Dalam peneilitian ini, peinulis meimaparkan beberapa penelitian terdahulu 

dengan peimbahasan yang akan kita teliti: 

Tabel 2.1 Peneliti Terdahulu 

 

No Sumber Hasil Peneilitian Perbedaan dan 

Perbedaan 

1 Implementasi 

Kebijakan 

Program 

Pembangunan 

Berbasis 

Lingkungan 

Membangun 

Prasarana Fisik, 

Sosial  dan 

Ekonomi  di 

Kelurahan 

Karombasan 

Selatan 

Kecamatan 

Wanea Kota 

Manado 

 

Auldrin M. 

Ponto, NovieiR. 

Pioh, Feimmy 

Tasik 

Jurnal Ilmu 

Sosial & 

Pengeilolaan 

Sumberdaya 

Pembangunan 

Vol.3 
Hal. 41-48 

Berdasarkan 

penelitian 

menyimpulkan 

bahwa, 

Impleimentasi 

kebijakan program 

Pembangunan 

Berbasis 

Lingkungan 

Meimbangun 

Prasarana Fisik dan 

Sosial (PBL – 

Mapaluse) di Desa 

Karombasan 

Selatan  beilum 

berjalan dengan 

baik. 

Peirsamaan: 

persamaannya deingan 

penelitian penulis ialah 

sama sama membahas 

mengenai  

implementasi   suatu 

instansi yang  belum 

berjalan dengan baik. 

 

Pe irbedaan: 

Perbeidaan nya yaitu 

terleitak pada Lokasi 

penelitian dan program 

penelitian 
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2 Faktor – Faktor 

yang 

Mempengaruhi 

Kualitas 

Pelayanan Publik 

Pada Kantor 

Distrik  Hingk 

Kabupaten 

Pegunungan 

Arfak Provinsi 

Papua Barat 

Amelia rezky 

Septiani Amin, 

Muhammad Adil 

 

Vol.7, No 1 

Hal 66- 75 

Hasil dari 

penelitian       ini 

adalah     bahwa 

terdapat  peingaruh 

positif       dan 

signifikan     antara 

organisasi, 

kepemimpinan, 

kemampuan      dan 

keteirampilan seirta 

penghargaan     dan 

pengakuan 

terhadap   kualitas 

pelayanan publik di 

Kantor    Distrik 

Hingk Kabupatein 

Pegunungan  Arfak 
Provinsi Papua 

Barat. 

Peirsamaan: 

Persamaannya  deingan 

penelitian penulis yaitu 
focus penelitian yang 

membahas teintang 
kualitas pelayanan 

 

 

Pe irbedaan: 

Perbeidaan jurnal ini 

dengan peinelitian 

penulis yaitu Lokasi 

penelitian 

3 Strategi 

Implementasi 

Kebijakan 

Sertifikasi 

Perbeinihan 

Tanaman Hutan 

Pda UPTD SPTH 

Dinas Kehutanan 
Jawa Barat 

Bambang, Edah 

Jubaedah, Teni 

Listiani 

 

Jurnal Meidia 

Administrasi 

Terapan JMAT 

 

Vol 04, No.1 

Hal 26-32 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa pelaksanaan 

implementasi 

kebijakan 

Sertifikasi Sumber 

Benih, Mutu Benih 

dan Mutu  Bibit 

Tanaman  Hutan 

pada UPTD SPTH 

Dinas  Kehutanan 

Provinsi Jawa Barat 

belum membeirikan 

hasil   maksimal. 

Impleimentasi 

kebijakan 

Sertifikasi 

menunjukkan 

kurangnya 

komunikasi intensif 

antara    pemohon 

seirtifikasi maupuun 

tenaga       ahli, 

kurangnya 

informasi      dan 

pembinaan  dari 

UPTD SPTH 

Peirsamaan: 

Persamaannya  deingan 

penelitian penulis ialah 

sama sama membahas 

mengenai  

implementasi  

kebijakan seirtifikasi 

perbenihan  tanaman 

hutan,    dan 

permasalahan nya yaitu 
belum dapat 

memberikan hasil yang 

maksimal,kurang 

komunikasi serta 

kurang nya informasi 

 

 

Pe irbedaan: 

Perbeidaan nya pada 

Lokasi peine ilitian 
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  kepada  pemohon 

seirtifikasi 

perbenihan  di 

daerah meingenai 

manfaat   dan 

prosedur 

seirtifikasi, 

keteirsediaan 
anggaran cukup 

terbatas. 

 

4 Analisis 

kepuasan 

Konsumen 

Dalam 

Pengurusan 

Labeilisasi  dan 

Sertifikasi Benih 

di UPTD 
PPSBTPHP 

Provinsi 

Bengkulu 

Meliyana, Elni 

Mutmainnah, 

Feiriady,  Edy 

Marwan, Rita 

Feini 

Jurnal Agribis 

Kajian Sosial 

Ekonomi 

Pertanian  dan 

Agribisnis 

 

Vol 16, No.1 
Hal 2086-2090 

Hasil Peinelitian ini 

menunjukkan 

bahwa  didapatkan 

nilai koveirsi Indeks 

Kepuasan 

Masyarakat dilihat 

dari 9  indikator 
seibeisar 77.99 

dengan mutu 

pelayanan    “B” 

kategori 

“Baik/Setuju”,   hal 

tersebut 

mengindikasikan 

konsumen  merasa 

“Puas” terhadap 

pelayanan   yang 

diberikan oleh 

UPTD PPSBTPHP 
Provinsi Bengkulu. 

Peirsamaan: 

Persamaan yang 

terdapat   pada 

penelitian penulis ialah 

sama sama mengkaji 

tentang kepuasan 

masyarakat  dalam 

pengurusan labelisasi 

dan sertifikasi. 

 

 

Pe irbedaan: 

Perbeidaan jurnal ini 

dengan peinelitian 

penulis yaitu pada 

Lokasi peine ilitian 

5 Kualitas 

Pelayanan Publik 

Dila Erlianti 

 

Jurnal 

Administrasi 

Publik & Bisnis 

Hasil penelitian ini 

menunjukkan 

bahwa pelaksanaan 

kualitas pelayanan 

publik perizinan 

mendirikan 

bangunan  oleh 
Badan Pelayanan 

Terpadu  dan 

Peirsamaan: 

Persamaan  jurnal  ini 

dengan   peinelitian 

penulis ialah  pada 

focus penelitian yang 

mengkaji    teintang 

kualitas pelayanan pada 

suatu instansi. 
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Vol.1, No.1 

9-18 

Penanaman Modal 

sudah berjalan 
dengan baik, 

namum beilum 

mencapai hasil 

maksimal. 

Pe irbedaan: 

Perbeidaan jurnal ini 

dengan peinelitian 

penulis   yaitu  pada 
Lokasi peineilitian 
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2.4 Definisi Konsep 

 

Didalam peinelitian ini peneiliti mengacui pada teori-teori yang 

berhubungan dengan fokus dan lokuis peinelitian, sebagai dasar dan pedoman 

untuk mengatur sejauh mana pedoman ini beirjalan dengan keinyataan 

dilapangan sehingga akan menghasilkan keisimpulan yang objektif. Untuik 

meimudahkan peinulisan agar teircapainya keisamaan pengertian, maka peinulis 

meimberikan Batasan konsep sebagai beirikut: 

1. Implementasi menuruit Friedrich adalah Kebijakan suiatu Tindakan 

yang mengarah pada tujuian yang diuisuilkan oleh seseorang, 

kelompok atau peimerintah dalam lingkuingan tertentu sehubungan 

dengan adanya hambatan-hambatan tertentuiseiraya mencari peluang- 

peluiang untuk mencapai tuijuan atauimewujudkan sasaran yang 

diinginkan. 

2. Pelayanan Publik menuruit Undang-undang No. 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Puiblik mendeifinisikan pelayanan puiblik sebagai 

berikut : “Pelayanan pu iblik adalah kegiatan atauirangkaian kegiatan 

dalam rangkat peimenuhan kebutuhan peilayanan seisuiai dengan 

peratuiran perundang-uindangan  bagi seitiap  warga  negara  dan 

penduiduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administrativeiyang 

disediakan oleh peinyeleinggara pelayanan publik. 
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2.5 Konsep Operasional 

 

Tabe il 2.2 

Konseip Opeirasional 

Variabel Indikator Suib Indikator 

 

 

 

 

Implementasi 

Menurut 

Charles O. 

Jones (1984) 

Organisasi a. Sumber daya manuisia 

b. Struiktuir organisasi yang 
kompleks 

c. Aparatur 

Interpretasi a. Sesuai dengan peraturan 

b. Sesuai dengan petuinjuk 

peilaksana 
c. Sesuai dengan petuinjuk 

teknis 

Peinerapan a. Program kerja yang 

sudah ada memiliki 

proseiduir kerja 

b. Program kerja haruis 
sudah terprogram dan 
tereincana deingan baik. 

Sumber: Teori Implementasi Charles O. Jones (1984) 

Konseip opeirasional adalah suatuikonsep yang dibeirikan kepada 

suatuivariableidengan cara meimberikan arti menspesifikasikan kegiatan 

atauipun meimberikan suatu operasional ini diuraikan berdasarkan kata-kata 

yang terteira pada juidul maupuin isi. 
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Implementasi Kebijakan Pelayanan Publik Pada Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Riaui 

 

2.6 Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran berfuingsi sebagai acuian untuk mengembangkan 

konsep dan gagasan pada peneilitian yang berkaitan deingan ruimusan 

masalah. Gambar berikut me inuinjuikkan keirangka peinelitian penulis yang 

didasarkan pada latar belakang dan teori yang sudah dijelaskan berkaitan 

dengan Implementasi Pelayanan Sertifikasi Mutu Beinih Pada Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Peirbeinihan Tanaman Huitan Provinsi Riau. 

Gambar 2.1 Keirangka Beirfikir 
 

Faktor -Faktor Penghambat 

dalam memberikan pelayanan 

pada Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) Perbenihan Tanaman 

Hutan Provinsi Riau 

Berdasarkan Teori 

Charles O. Jones: 

1. Organisasi 

2. Interpre tasi 

3. nerapan / 

aplikasi 

1. Kinerja pegawai yang belum dapat memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada masyarakat 

2.  layanan yang lama 

3.  layanan tidak  suai dengan SOP 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Jeinis Peneilitian 

Pada peneilitian ini penuilis meingguinakan jenis peneilitian kualitatif dengan 

pendeikatan deskriptif yaitu penelitian yang dilakuikan uintu ik me ingetahui nilai 

variablemandiri, baik satuivariabel atau lebih (independen) tanpa membuiat 

perbandingan, atau me inghubungkan antara variabel atau dengan variabeil lain. 

 

 

3.2 Rencana Peneilitian 
 

 

 

No 

 

KEGIATAN 

Bulan / Tahun 

2023 2024 

Nov Deis Jan Feb Mar Apr Me ii Juin Jul Agus 

1. 

Mengajuikan 
Juduil 

Proposal 

          

2. 
Proses Revisi 

Proposal 

          

3. 
Melaksanakan 

Seminar 
Proposal 

          

4. 
Proses revisi 

proposal 

          

5. 
Melaksanakan 

uijian 
Kompreihensif 

          

6. 
Melaksanakan 

Peinelitian 

          

7. 
Melaksanakan 

uijian hasil 

          

Tabel 3.1 Reincana Penelitian 
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3.3 Lokasi Dan Waktu Peinelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Perbenihan Tanaman Hutan yang beralamat di Jln Chandra Dimuka No.03 

Km.10 Peikanbarui. Alasan peinuilis memilih tempat teirseibuit karena lokasi 

tersebut meimenuhi kriteiria syarat permasalahan peinelitian. Waktu penelitian ini 

dilakukan pada tanggal 03 Desember 2023 sampai 22 Noveimber 2024. 

Selain ituijuiga, lokasi teirsebuit sangat mudah dijangkau oleh penulis 

untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai Impleimentasi Pelayanan 

Sertifikasi Mutu Benih. 

 

 

3.4 Jeinis Dan Sumbeir Data 

Jenis penelitian yang digunakan dalam peneilitian ini adalah peinelitian 

kualitatif. Peinelitian kuialitatif dalam peinelitian ini dilakukan uintuik dapat 

meilihat bagaimana pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan 

Tanaman Hutan Provinsi Riau. Dan untuk mengetahui factor penghambat dalam 

meimberikan pelayanan pada Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Huitan 

Provinsi Riaui. 

Sedangkan sumber data yang diguinakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

 

Yaitu idata yang diperoleh secara langsung dari sumber data guina 

meimperoleh jawaban yang relevan dari suatuipermasalahan. Data primeir 

tersebut me inyangkut tentang identitas reisponden dan tanggapan masyarakat 
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yang biasanya didapatkan dengan metode wawancara, obseirvasi, dan 

dokuimentasi. 

2. Data Sekundeir 

 

Yaitu idata yang diperoleh atauidikumpulkan dari data yang sudah diolah 

atau data yang teirseidia pada objek peinelitian. Data ini biasanya diperoleih dari 

perpuistakaan atau laporan-laporan penelitian terdahulu. 

 

 

3.5 Teknik Peingumpulan Data 

 

1. Wawancara 

 

Yaitu imelakukan tanya jawab secara langsuing kepada responden, 

atau proses keterangan untuik tujuan penelitian, deingan cara tanya jawab. 

Karena kemuingkinan data yang dibutuihkan belum sempuirna. 

2. Obseirvasi atau pengamatan 

 

Adalah kegiatan pengumpulan data peinelitian dengan cara 

meilihat langsung objek penelitian yang menjadi focuis peinelitian. Kegiatan 

yang akan diobservasi dalam peinelitian ini ialah meingenai Pelayanan 

Sertifikasi MuituiBenih. 

3. Dokumentasi 

 

Yaitu icara me impelajari literatur-literatur dan sumber puistaka yang 

berkaitan dengan masalah yang diteliti atau meincari data mengenai hal-hal 

atauivariabel berupa catatan, transkip, suirat kabar, notulein rapat, ageinda 

dan sebagainya deingan tujuian uintuik me ilengkapi informasi dalam 

meinganalisis data. 
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3.6 Informan Peneilitian 

 

Informan penelitian adalah orang dari lokasi peinelitian yang dianggap paling 

meingetahui dan berseidia uintuik dijadikan sumber informasi, bersedia 

bekeirjasama, mauidiajak beirdiskuisi dan membahas hasil penelitian dan 

meimberi petunjuik ke ipada siapa saja (Kasiram, 2010:283), sehingga peneliti bisa 

meinggali informasi lebih mendalam tentang suatuimasalah yang diteliti. 

Dalam penelitian ini teirdapat dua kategori informan yakni sebagai informan 

kunci dan informan pelengkap. Adapuin yang menjadi informan dalam peinelitian 

ini adalah: 

1. Informan Kunci 

 

Informan kunci adalah orang atauinarasuimber yang dianggap paling 

meingetahui tentang objek peneilitian. Dalam hal ini peneliti 

meiwawancarai bebeirapa narasumber yang beirada pada Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Peirbenihan Tanaman Huitan Provinsi Riaui. 

2. Informan Peilengkap 

 

Informan pelengkap adalah subjeik yang dianggap meingetahu i 

objeik yang diteliti yaitu beiberapa masyarakat yang peineliti temui di Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Peirbeinihan Tanaman Huitan provinsi Riau. 

Purposivesampling adalah Teiknik peineintuan sampel beirdasarkan 

penilaian subjektif peneliti teintang karateristik tertentu yang dianggap 

penting untuk penelitian juga yang memeinuhi kriteria untuk dijadikan 
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sebagai sampeil. Adapun yang menjadi keiy informan dalam penelitian ini 

adalah sebagai beirikut: 

Tabel 3.2 Informan Penelitian 

No Jabatan Jumlah 

1. 
Kepala Seiksi Produiksi Peredaran 
Seirtifikasi Benih/ Bibit 

1 

2. 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1 

3. 
Staf Seksi Produksi Peredaran 
Seirtifikasi Beinih/Bibit 

1 

4. Masyarakat Yang Melakuikan 

Peinguirusan Sertifikasi 

2 

5. Masyaraka Yang Melakukan Pengurusan 

Distribusi Bibit 

5 

Total 
10 

Sumber: Data Olah tahun 2024 

3.7 MetodeiAnalisis dan Validasi Data 

Pada peneilitian analisis data dilaksanakan bahkan sebeluim turuin 

keilapangan dan setelah terjun di lapangan. Analisis yang dilakukan sebeilum 

terjun kelapangan mendapatkan hasil dari data sekunder dipakai untuk 

meneitapkan focus awal peinelitian, tetapi fokus peinelitian dapat berubah 

seiring dengan perkeimbangan peneilitian di lapangan. 

Analisis data di lapangan teirdiri dari beberapa model, salah satuinya oleih 

Miles dan Huiberman (1984) menerangkan bahwa ketika melakuikan analisis data 

dapat dilaksanakan seicara interatif serta terus meinerus. Dalam melakukan 

Analisis data melibatkan seirangkaian tahapan berikuit: 

a. Reduksi data, adalah proses berfikir yang bertuijuan u intuik meningkatkan 

pemahaman peineliti untuk mempersempit data yang reilevan dengan 
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temuan peneilitian, sehingga focuis dalam tahap ini ialah seimua hal yang 

dianggap asing atauitidak dikenali oleh peineliti. 

b. Penyajian Data pada peinelitian kuialitatif dapat beiruipa deiskripsi ringkas, 

diagram, hubungan antara kategori, diagram alir, dan yang lainnya. 

Dengan penyajian data, mempermuidah pemahaman tentang situiasi yang 

ada, hingga meimungkingkan peirencanaan Langkah-langkah berikuitnya. 

Selain itu, pada tahap ini ini dapat disajikan meilaluii grafik, matrik, 

atauijeijaring kerja. 

c. Ve irifikasi atau peinarikan keisimpulan. Pada tahap ini kesimpulan dapat 

meinjadi provisional jika belum ada buikti tambahan yang mendukungnya. 

Sebaliknya, apabila kesimpulan diduikung oleh buikti yang valid dan 

konsistein, maka dapat dianggap sebagai kredibel. Kesimpulan nya adalah 

temuan teirbaru yang sebeluimnya tidak pernah ada, sehingga saat diteiliti 

meinjadi jelas. Kuialitas suatuidata bisa dinilai lewat beberapa metode, 

termasuk melalui triangulasi 

Trianguilasi merupakan metodeyang digunakan untuik memverifikasi 

keakuiratan data atau informasi yang diku impuilkan oleh seorang peineliti. Proses 

triangulasi melibatkan empat aspeik, yakni: 1). Triangulasi Sumber adalah Teiknik 

yang melibatkan perbandingan data atau informasi dari beberapa sumber untuik 

meimastikan keakuiratannya; 2). Triangulasi Teknik adalah suiatu peindekatan yang 

melibatkan veirifikasi data menggunakan Teknik yang berbeda tetapi berasal 

dari sumber yang memiliki kesamaan. Sebagai contoh, data yang didapat leiwat 

wawancara dapat diveirifikasi melalui observasi; 3). Triangulasi Waktui  
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yaitu data yang dikuimpuilkan pada setiap Penguimpulan data dilaksanakan di 

waktuiyang berbeida. Sehingga apabila antar me itodeteirdapat perbedaan Proses 

tersebut dapat diuilang secara beiruilang hingga keipastian data tercapai. 

(Abdussamad, 2021) 
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BAB IV 

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 

 

 

4.1 Gambaran Umum Kota Peikanbaru 

4.1.1 Sejarah Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru awalnya dikenal dengan sebutan “Seinapelan” yang pada 

saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut dengan Batin. Daerah 

Senapelan terus berkembang menjadi Kawasan peimukiman baru dan seiiring 

berjalannya waktu beirubah menjadi Dusun Payung Sekaki yang teirleitak di muara 

Sungai Siak. 

Sebuah peirjanjian antara Kerajaan Johor deingan Belanda (VOC) telah 

dipeirbaharui pada tanggal 9 April 1689, dan dalam peirjanjian terseibut Beilanda 

dibeirikan hak yang lebih luas. Terdapat monopoli dan pembebasan cukai 

terhadap beberapa barang dagangan. Di daerah Petapahan yang saat itu sangat 

maju, Belanda juga teilah mendirikan Loji. 

Kapal- kapal Beilanda berhenti di Seinapelan karena meireka tidak dapat 

masuk kePetapahan, dan peirjalanan kePetapahan ke imudian dilakukan dengan 

meinggunakan peirahu kecil. Dengan deimikian, Payung Sekaki atau Seinapeilan 

meinjadi tempat penyimpanan beirbagai barang perdagangan baik yang dibawa 

dari luar keipedalaman, maupun yang dibawa dari pedalaman keiluar sepeirti bahan 

tambang emas, timah, kerajinan kayu, dan hasil hutan lainnya. 

Payung Sekaki / Senapelan sangat penting dalam perdagangan. 

Perkampungan Senapeilan berada diposisi silang antara pedalaman Tapung, 

pedalaman Minangkabau dan Kampar. Hal teirsebut karena lokasinya yang 
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strategis dan kondisi Sungai Siak yang tenang. Selain itu, karena lokasinya yang 

strategis dan berfungsi sebagai pintu geirbang perdagangan yang penting, hal ini 

meindorong Pembangunan jalur darat melalui Teiratak Buluh (Sungai Kelulut), 

Tangkerang hingga Seinapelan. 

Kerajaan Siak Sri Indra Pura sangat eirat kaitannya dengan perkembangan 

Senapelan. Ketika Suktan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Seinapelan, 

beliau membangun istana Kampung Bukit, yang diperkirakan terletak di sekitar 

Lokasi Masjid Raya sekarang. Sultan keimudian berusaha mendirikan pekan atau 

pasar di Senapelan, tetapi tidak berhasil. Putra Raja Muda Muhammad Ali, dan 

Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah kemudian meilanjutkan usaha 

tersebut, meskipun Lokasi pasar sekarang beralih keisekitar Pelabuhan Pekanbaru. 

Menurut catatan Imam Suhil Siak, Senapelan, yang kemudian dikenal 

sebagai Pekanbaru, secara reismi didirikan pada tanggal 21 Rajab hari Seilasa 

tahun 1204 H beirsamaan dengan 23 Juni 1784 dibawah pemerintahan Sultan 

Yahya dan keimudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota Peikanbaru. 

Sejak Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah pergi, Datuk 

Bandar beirtanggung jawab atas Senapeilan deingan bantuan empat Datuk besar: 

Datuk Lima Puluh, Datuk Tanah Datar, Datur Pesisir, dan Datuk Kampar. 

Keempat Datuk tersebut bertanggung jawab kepada Sultan Siak, dan Datuk 

Bandar memiliki seiluruh kekuasaan pemerintahan. 

Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru 

selalu mengalami peirubahan: 
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7. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 

Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Keirajaan Siak yang disebut District. 

8. Tahun 1932 Peikanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh seorang 

Controleor berkeidudukan di Pekanbaru. 

9. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur Militer Go 

Kung, Distrik meinjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO. 

10. Ketetapan Gubeirnur Sumatra di Medan tanggal 17 Meii 1946 No. 103, 

Pekanbaru dijadikan daeirah otonom yang diseibut Haminteatau kota B. 

11. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 

Kampar, Kota Peikanbaru diberi status Kota Kecil. 

12. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Peikanbaru seibagai Kota 

Kecil. 

13. UU No. 1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja. 

 

14. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Peikanbaru menjadi 

Ibukota Provinsi Riau. 

15. UU No. 18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru. 

 

16. UU NO.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah seibutan Kotamadya 

berubah menjadi Kota Pekanbaru. 

 

 

4.1.2 Sejarah Kota Pekanbaru Sebagai Ibukota Provinsi Riau 

 

Kota Peikanbaru diubah meinjadi Kota Praja Pekanbaru dan ditetapkan 

sebagai Daerah Otonomi dengan nama Harmintei(Kota Baru) pada 17 Meii 1956. 

Selain itu, pada tahun 1958, pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri 
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Republik Indonesia mulai menetapkan ibu kota Provinsi Riau seicara permanen. 

Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau sebelumnya ditunjuk sebagai ibu kota 

provinsi untuk waktu singkat. Dalam hal ini, Gubernur Riau telah dihubungi 

meilalui surat kawat oleih Menteiri Dalam Neigeri RI pada tanggal 30 Agustus 1958 

dengan Nomor Seikr.15/15/6. 

Badan Peinasehat meminta Gubernur untuk membentuk panitia khusus 

untuk menanggapi maksud surat kawat tersebut. Deingan surat Keputusan 

Guberneur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau tanggal 22 September 1958 

No.21/0/3-D/58, panitia Penyelidik Penetapan Ibukota Daerah Swatantra Tingkat 

I Riau teirbentuk. 

Panitia tersebut teilah meilakukan perjalanan keseluruh wilayah Riau untuk 

meminta pendapat orang-orang penting dimasyarakat, serta para penguasa yang 

bertanggung jawab atas Peirang Riau Daratan dan Kepulauan. Kota Pekanbaru 

dipilih seibagai ibukota Provinsi Riau beirdasarkan angket langsung yang diadakan 

oleih panitia. Keputusan ini segera diseirahkan keipada Meinteri Dalam Negeri 

Reipublik Indonesia. Pada 20 Januari 1959, dikeiluarkan Surat Keputusan No. Des 

52/1/44-25 yang menetapkan Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau dan 

meimberikan status Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru. 

Karena pemindahan ibukota dari Tanjungpinang kePekanbaru akan 

meimengaruhi semua departemein, pemerintahan pusat membentuk Panitia 

Interdeipartemental untuk melaksanakan Keputusan teirsebut. Dibentuk suatu 

Leimbaga di Pekanbaru yang dipimpin oleh Letkol. Kaharuddin Nasution, 

Penguasa Perang Riau Daratan. Sejak saat itu, Pembangunan Kota Pekanbaru 
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mulai dimulai, terutama dengan menyiapkan sejumlah bangunan dalam waktu 

singkat untuk memungkinkan pemindahan kantor dan staff dari Tanjungpinang 

kePekanbaru. Sementara persiapan pemindahan dilakukan seicara bersamaan, 

perubahan struktur peimerintahan daerah yang diatur oleih Panpreis No.6/1959 

sekaligus dilaksanakan. 

Dilantik pada tanggal 6 Januari 1960, Letkol Kaharuddin nasution 

meinggantikan Mr. S.M. Amin sebagai gubernur Provinsi Riau. Karena Kota 

Pekanbaru memiliki Gedung representative, Gedung sekolah Peii Ing digunakan 

Untuk upacara terseibut. 

 

 

4.1.3 Visi Kota Peikanbaru 

 

Visi Kota Pekanbaru pada tahun 2021 sesuai Peraturan Daerah Kota 

Pekanbaru No.1 Tahun 2021 yaitu “Terwujudunya Kota Peikanbaru Sebagai Pusat 

Perdagangan dan Jasa, Peindidikan Serta Pusat Keibudayaan Melayu, Menuju 

Masyarakat Sejahtera berlsndaskan Iman dan Taqwa”. 

Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru terpilih dari tahun 2017 hingga 

2022 telah meneitapkan Visi Antara, “Terwujudnya Pekanbaru Sebagai Smart City 

Madani”, untuk lima tahun kepemimpinannya. Visi ini dimaksudkan untuk 

meimpercepat pencapaian visi Kota Pekanbaru tahun 2021. 

Telah ditetapkan lima misi Peimbangunan jangka meineingah daerah Kota 

Pekanbaru  tahun  2017-2022  untuk  mencapai  visi  terseibut,  dengan 

meimpertimbangkan masalah dan tantangan saat ini, seirta peluang yang terseidia. 

Misi-Misi tersebut adalah sebagai berikut: 
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1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertaqwa, mandiri, 

Tangguh, dan berdaya saing tinggi; 

2) Mewujudkan Pembangunan masyarakat madanai dalam lingkup 

masyarakat berbudaya melayu; 

3) Mewujudkan tata Kelola kota cerdas dan peinyediaan infrastruktur yang 

baik; 

4) Mewujudkan Peimbangunan ekonomi berbasiskan eikonomi kerakyatan 

dan ekonomi padat modal pada tiga sektor unggulan yaitu jasa, 

perdagangan, dan industry (olahan dan MICE); 

5) Mewujudkan lingkungan perkotaan yang layak huni (LiveableCity) dan 

ramah lingkungan (Greein City) 

 

 

4.1.4 Wilayah Geografis Kota Peikanbaru 

 

a) Leitak dan Luas 

 

Kota Pekanbaru teirletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25' - 

0°45' Lintang Utara. Deingan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meiter. 

Permukaan wilayah bagian utara landai dan beirgeilombang dengan ketinggian 

berkisar antara 5-11 meiter. Berdasarkan Peraturan Peimerintah No. 19 Tahun 

1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Peikanbaru diperluas dari ± 62,96 

Km² menjadi ± 446,50 Km², teirdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. 

Dari hasil pengukuran/peimatokan di lapangan oleih BPN Tk. I Riau maka 

ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². 
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Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan meinyebabkan 

meiningkatnya kegiatan penduduk diseigala bidang yang pada akhirnya 

meiningkatkan pula tuntutan dan keibutuhan masyarakat terhadap peinyediaan 

fasilitas dan utilitas perkotaan seirta keibutuhan Lainnya. Untuk lebih terciptanya 

tertib pemeirintahan dan peimbinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklan 

Kecamatan Baru dengan Peirda Kota Peikanbaru No. 4 Tahun 2003 menjadi 12 

Kecamatan dan Kelurahan/Desa baru deingan Perda tahun 2003 menjadi 58 

Kelurahan/Desa. 

 

 
Tabel 4.1. Luas Daerah dan Jumlah Pulau Menurut Kecamatan  

di Kota Pekanbaru Tahun 2022 

No Kecamatan Ibukota 
Kecamatan 

Luas Total Area 
(Km2/sq.Km) 

1 Payung Sekaki Labuh Baru Barat 35,55 

2 Tuahmadani Tuahmadani 29,84 

3 Binawidya Simpang Baru 36,59 

4 Bukit Raya Simpang Tiga 22,05 

5 Marpoyan Damai Sidomulyo Timur 29,74 

6 Tenayan Raya Sialang Sakti 114,40 

7 Kulim Mentangor 56,87 

8 Limapuluh Rintis 4,04 

9 Sail Cinta Raja 3,26 

10 Pekanbaru Kota Kota Tinggi 2,26 

11 Sukajadi Pulau Karam 3,76 

12 Senapelan Kampung Bandar 6,65 

13 Rumbai Meranti Pandak 61,86 

14 Rumbai Barat Maharani 86,01 

15 Rumbai Timur Limbungan 138,31 

Peikanbaru 632,26 

Sumber: Kementerian Dalam Negeri (Kota Pekanbaru Dalam Angka 2023) 

(Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru 2023) 
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4.2 Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau (DISLHK) 

4.2.1 Visi dan Misi 

Visi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah 

“Terwujudnya Riau Yang Berdaya Saing, Seijahteira, Bermartabat dan Unggul di 

Indonesia” 

Misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau adalah 

sebagai baerikut: 

1) Meningkatkan kualitas tutupan lahan 

 

2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas air 

 

3) Meningkatkan Kapasitas dan kualitas udara 

 

4) Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah 

 

5) Penurunan Emisi GRK Sektor kehutanan 

 

 

 

4.2.2 Struktur Organisasi dan Fungsi 

 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau, kedudukan Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah unsur penunjang tugas tertentu 

Pemerintah Provinsi Riau yang dipimpin oleih seorang Kepala Dinas dan beirada 

dibawah seirta bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Seikretaris Daerah. 
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Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan keihutanan Provinsi Riau, 

dipimpin oleh seorang Keipala Dinas dengan membawahi 1 (satu) sekretariat, 5 

(lima) bidang dan 16 (einam belas) UPT dengan Rincian: 

A. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Keihutanan 

 

B. Sekretariat dipimpin oleih seorang Sekreitaris meimpunyai tugas 

meilakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada subbagian Perencanaan 

Program, Subbagian Keuangan, Peirleingkapan/dan Pengelolaan Barang 

Milik Daerah, dan Subbagian Kepegawaian dan Umum. Sekretaris 

meinyeleinggarakan fungsi: 

1. Penyusunan program keirja dan rencana operasional pada Seikretariat; 

 

2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat; 

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang teilah dilaksanakan kepada kepala 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan 

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya 

Sub bagian yang dipimpin seorang Kepala Sub Bagian terdiri atas: 

 

1. Sub Koordinator Bagian Perencanaan Program; 

 

2. Sub Koordinator Bagian Keuangan, Peirleingkapan dan Pengelolaan 

Barang Milik Daeirah; 

3. Sub Koordinator Bagian Kepegawaian dan Umum; 
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C. Bidang Peinataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

meinyeleinggaralan Fungsi: 

1. Penyusunan program kerja dan rencana opeirasional pada Bidang 

Penataan dan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Peinataan dan Penataan 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan 

3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

Seksi dipimpin oleh seorang kepala seksi, terdiri atas: 

 

1. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan; 

2. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa,dan 

3. Seksi Penegak Hukum. 

 

D. Bidang Perubahan Iklim, Peingelolaan Limbah Padat Domestik dan 

Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi: 

1. Penyusunan program kerja dan rencana opeirasional pada Bidang 

Perubahan Iklim, Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan 

Peningkatan Kapasitas; 

2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perrubahan Iklim, 

Pengelolaan Limbah Padat Domestik dan Peningkatan Kapasitas; 
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3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas seisuai deingan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan 

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seiksi, terdiri atas: 

 

1. Seksi Pengendalian Perubahan Iklim dan Peinceigahan Kebakaran 

Hutan dan Lahan; 

2. Seksi Pengelolaan Limbah Padat Domestik; dan 

 

3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 

 

E. Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan menyelenggarakan fungsi sebagai beirikut: 

1. Penyusunan Program kerja dan reincana opeirasional pada Bidang 

Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan; 

2. Penyelenggaran Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Pengendalian 

Pencemaran, Kerusakan Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

3. Penyelenggaraan peimantauan, evalusasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas sesuai dengan tugas yang teilah dilaksanakan kepada kepala 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan 

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 
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Kepala Seiksi terdiri atas: 

 

1. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan; 

 

2. Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan;dan 

3. Seksi Pengendalian Limbah Bahan Berbahaya Beracun. 

 

F. Bidan Peirencanaan dan Pemanfataan Hutan Meinyeileinggarakan tugas: 

 

1. Penyusunan program kerja dan rencana opeirasional Bidang 

Perencanaan dan Pemanfataan Hutan; 

2. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil pelaksanan tugas di lingkungan bidang Peirencanaan dan 

Pemanfataan Hutan; 

3. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas seisuai deingan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; dan 

4. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seiksi terdiri atas: 

 

1. Seksi Perencanaan dan Tata Hutan; 

 

2. Seksi Pemanfataan dan Penggunaan Kawasan Hutan;dan 

 

3. Seksi Pengolahan, peimasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. 

 

 

 

G. Bidang Pengeilolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan 

Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan Fungsi: 
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5. Penyusunan program kerja dan rencana opeirasional pada Bidang 

Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan 

Pemberdayaan Masyarakat; 

6. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa 

hasil peilaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengelolaan daerah 

Aliran Sungai, Restorasi Gambut dan Pemberdayaan Masyarakat; 

7. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

tugas seisuai deingan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala 

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;dan 

8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai 

tugas dan fungsinya. 

Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seiksi terdiri atas: 

1. Seksi Pengelolaan Daeirah Aliran Sungai; 

 

2. Seksi Restorasi Gambut, Rehabilitasi Hutan dan Lahan; dan 

 

3. Seksi Penyuluhan, Pemberdayaan Masyarakat dan Perhutanan Sosial. 

 

 

 

Selanjutnya, untuk melaksanakan keigiatan teiknis operasional dan/ atau 

kegiatan teknis teirtentu, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau 

Mempunyai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang diatur deingan Peraturan 

Gubernur Riau Nomor 52 Tahun 2017 teintang Uraian Tugas Unit Pelaksana 

Teknis (UPT) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau dan Surat 

Kementrian Kehutanan Nomor SK.509/Menhut-II/2010 tanggal 21 September 

2010 teintang Penetapan wilayah KPHP Model Tasik Besar Seirkap. Beirikut ini 
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adalah Unit Pelaksana teknis (UPT) lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan Provinsi Riau: 

1. UPT Laboratorium Lingkungan; 

 

2. UPT Pelatihan Keihutanan dan Pemberdayaan Masyarakat; 

 

3. UPT Pembeinihan Tanaman Hutan; 

 

4. UPT Keisatuan Peingelolaan Hutan (KPH) Model Minas Tahura; 

 

5. UPT Keisatuan Peingelolaan Hutan (KPH) Model Tasik Beisar Serkap. 

 

6. UPT Keisatuan Peingelolaan Hutan (KPH) Bagansiapiapi 

 

7. UPT Keisatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bengkalis Pulau 

 

8. UPT Keisatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mandau 

 

9. UPT Keisatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rokan 

10. UPT Keisatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Suligi Batu Gajah 

11. UPT Keisatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kampar Kiri 

 

12. UPT Keisatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Sorek 

 

13. UPT Keisatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Tebing Tinggi 

 

14. UPT Keisatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Mandah 

 

15. UPT Keisatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri 

 

16. UPT Keisatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Singingi 

 

 

4.3 Unit Peilaksana Teknis (UPT) Peirbenihan Tanaman Hutan 

Provinsi Riau 

4.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi 

 

UPT Perbenihan Tanaman Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Provinsi Riau dibentuk berdasarkan peraturan daeirah Nomor 15 tahun 2001 
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tanggal 28 April 2001 yang di ubah deingan Peraturan Gubeirnur Nomor 61 

Tahun 2009 dan Peiraturan Gubernur Riau No. 76 tahun 2017 menjadi UPT 

Perbenihan Tanaman Hutan. UPT Perbeinihan Tanaman Hutan pada Dinas 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau yang mempunyai fungsi 

meinyeleinggarakan urusan, pekerjaan dan kegiatan yang berkenaan dengan 

perbenihan, bidang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Provinsi Riau. 

Sesuai Peraturan Gubernur Nomor 76 Tahun 2017, UPT Perbenihan 

Tanaman Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau di 

pimpin oleh Kepala UPT dan dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 

Kepala Seiksi Produksi Peredaran Sertifikasi Benih/Bibit dan Keipala Seiksi 

Konseirvasi Sumber Daya Genetik dan Pemuliaan Tanaman serta Staf Non 

Struktural. Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud UPT Perbenihan 

Tanaman Hutan mempunyai tugas: 

 

1. Pembangunan Sumber Daya Geinetik; 

 

2. Pemuliaan Tanaman Hutan; 

 

3. Pengadaan Benih, Pereidaran Benih dan Bibit; 

 

4. Sertifikasi Sumber Benih dan Mutu Bibit; 

 

5. Perizinan Bidang Peirbenihan Tanaman Hutan; 

 

6. Pungutan Jasa dan Iuran Perbenihan Tanaman Hutan; 

 

7. Pelaporan; 

 

8. Pembinaan. 
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SEKSI PRODUKSI, 
PEREDARARAN DAN 

SERTIFIKASI 
BENIH/BIBIT 

SEKSI KONSERVASI 
SUMBERDAYA GENETIK 

DAN PEMULIAAN 
TANAMAN 

KEPALA SUB BAGIAN 
TATA 

USAHA 

 

KEPALA UPT PERBENIHAN TANAMAN 
HUTAN 

 

4.3.2 Struktur Organisasi 

 

Berdasarkan Peiraturan Gubernur Riau Nomor 76 Tahun 2017 tentang Unit 

Pelaksana Teknis Pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi 

Riau, Unit Peilaksana Teknis (UPT) Perbeinihan Tanaman Hutan terdiri 

Kepala UPT Peirbenihan Tanaman Hutan, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 

Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Geineitik dan Pemuliaan Tanaman, dan 

Seksi Produksi, Peredaran dan Sertifikasi Beinih atau Bibit, beirdasarkan 

struktur organisasi seibagai beirikut: 

 

 
Gambar 4.1. Struktur Organisasi UPT Perbeinihan Tanaman Hutan 

 

 

Sumber: Rencana Strategis UPT Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Riau 

Ke ipala UPT Perbenihan Tanaman Hutan mempunyai tugas melakukan 

koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Tata Usaha, Seiksi 

Konservasi Sumbeirdaya Genetik dan Pemuliaan Tanaman dan Seksi 

Produksi, Peredaran dan Sertifikasi Beinih/Bibit .(Renstra UPT PTH 2019- 

2024 FIX, n.d.) 
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Untuk melaksanakan tugas seibagaimana dimaksud Kepala UPT 

Peirbenihan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan program kerja dan rencana opeirasional pada UPT Perbeinihan 

Tanaman Hutan; 

b. Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil 

pelaksanaan tugas di lingkungan UPT Perbenihan Tanaman Hutan; 

c. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan peilaksanaan tugas 

sesuai dengan tugas yang teilah dilaksanakan keipada Keipala Dinas; dan 

d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai 

tugas dan fungsinya. 

 

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas: 

 

a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata 

Usaha; 

b. Membagi tugas, memberi petunjuk dan meimeriksa hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha; 

c. Melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur; 

 

d. Mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat; 

 

e. Melaksanakan fasilitasi administrasi keipegawaian, administrasi keiuangan, 

penatausahaan dan pelayanan masyarakat 

f. Melaksanakan koordinasi penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban 

Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan 

evaluasi jabatan; 

g. Melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi; 

h. Melaksanakan penyusunan keibutuhan, peimeliharaan sarana dan prasarana 

kantor, kebersihan, keiindahan, keiamanan dan ketertiban kantor; 
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i. Melaksanakan administrasi bagi penerima manfaat; 

 

j. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas 

dan keigiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan 

k. Melaksanakan tugas keidinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

 

 

Kepala Seiksi Produksi, Pereidaran dan Sertifikasi Benih/Bibit mempunyai tugas: 

 

a. meirencanakan program lkegiatan dan peinganggaran pada Seksi Produksi, 

Peredaran dan Sertifikasi Benih/ Bibit; 

b. meimbagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan Seksi Produksi, Peredaran dan Sertifikasi 

Benih/Bibit; 

c. meirumuskan keibutuhan prasarana dan sarana seperti peralatan dan 

perlengkapan pada Seiksi Produksi, Peiedaran dan Sertifikasi Benih/Bibit; 

d. meilaksanakan peimbinaan pengawasan dan pengendalian seirtilikasi benih 

dan bibit tanaman hutan; 

e. meilakukan identifikasi kebutuhan beinih dan/atau bibit tanaman hutan; 

f. meilaksanakan pembinaan produksi, pemasaran, pengelolaan, peingadaan 

dan peingedar benih dan/atau bibit tanaman hutan; 

g. meilaksanakan peinetapan standar kualitas benih dan/atau bibit tanaman 

hutan; 

h. meilakukan pemantauan, eivaluasi dan membuat laporan peilaksanaan tugas 

dan keigiatan pada Seksi Produksi, Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit; 

dan 

i. meilaksanakan tugas keidinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 



64  

 

Kepala Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam, Ekosistem dan 

Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas: 

a. Merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Seiksi 

Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam, Ekosistem dan 

Pemberdayaan Masyarakat; 

b. meimbagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan 

tugas bawahan di lingkungan seksi Perlindungan, Konservasi sumber 

Daya Alam, Ekosisteim dal Pemberdayaan Masyarakat; 

c. meilaksanakan perlindungan hutan, pengamanan hutan, peinegakan hukum, 

konsultasi bidang kehutanan, pelatihan perlindungan/pengamanan hutan, 

pembeintukan forum kolaboratif dan pengendalian kebakaran hutan dan 

lahan, di wilayah keirjanya; 

d. meilaksanakan perlindungan tumbuhan, satwa yang tidak dilindungi dan 

ekosistem di wilayah kerjanya; 

e. meilaksanakan peingeilolaan Daeirah Aliran Sungai dan rehabilitasi dalam 

wilayah kerjanya; 

f. meilakukan penyuluhan, dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah 

kerjanya; 

g. meilakukan pendampingan pengembangan peirhutanan sosial (Hutan 

Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Desa, dan keimitraan), 

masyarakat hukum adat, dan pendampingan penanganan konflik sosial/ 

tenurial dalam wilayah keirjanya; 

h. meilakukan pemantauan, eivaluasi dan membuat laporan peilaksanaan tugas 

dan keigiatan pada Seksi Perlindungan, Konservasi Sumber Daya Alam, 

Ekosistem dan Peimbeirdayaan Masyarakat; dan 

i. meilaksanakan tugas keidinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang teilah penulis lakukan 

pada bab sebeilumnya deingan menggunakan 3 indikator yang dikemukakan 

oleih Charleis O Jones yaitu Organisasi, Interpretasi dan Aplikasi/ Penerapan 

maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi pelayanan Seirtifikasi Mutu 

Bibit pada UPT Perbenihan Tanaman Hutan sudah beirjalan dengan baik, 

namun belum maksimal. Hal ini terjadi karena sumbeir daya manusia pada 

UPT beilum maksimal seperti melakukan program pelatihan dan 

pengembangan SDM yang kurang juga keterbatasan kompetensi, staff pada 

bidang sertifikasi mutu benih dulu itu belum memadai namun sekarang sudah 

ditingkatkan lagi. Pelayanan yang lama keitika meingurusi sertifikasi mutu 

bibit sehingga tidak sesuai dengan SOP dan juga di dalam peinerapannya 

pihak terkait tidak melakukan sosialisasi keimasyarakat terkait apa itu 

sertifikasi serta peintingnya sertifikasi. 

Jika dilakukannya sertifikasi, maka yang mendapatkan keuntungan adalah 

para petani dan konsumen, karena jika petani memiliki sertifikasi mutu, petani 

bibit dapat meningkatkan reputasi produk mereka, jadi itu bisa meningkatkan 

daya saing dipasar, sedangkan konsumen mereka mendapatkan produk bibit 

yang lebih terjamin kualitasnya. 

Faktor penghambat Implemeintasi Pelayanan Sertifikasi Mutu Bibit pada 

unit pelaksana teknis (UPT) Peirbenihan Tanaman Hutan Provinsi Riau dapat 
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dilihat dari pihak terkait kurang meilakukan sosialisasi dan penyuluhan teirkait 

apa itu sertifikasi mutu bibit, apa peinting dan manfaat dilakukan nya 

sertifikasi, hal ini membuat masih sedikitnya minat masyarakat untuk 

meingurus sertifikasi, dikarenakan masyarakat tidak mengetahui pentingnya 

sertifikasi itu apa. 

 

6.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini, maka 

penulis mengajukan beberapa saran yang seimoga dapat beirguna bagi pihak 

terkait dengan peinelitian Implementasi Pelayanan Seirtifikasi Mutu bibit pada 

Unit peilaksana teknis (UPT) Perbeinihan Tanaman Hutan Provinsi Riau yaitu 

sebagai berikut: 

1. Disarankan agar prosedur/alur terkait peirmohonan baik itu distribusi 

bibit maupun sertifikasi mutu bibit dan benih dibuat dalam bentuk 

banne ir ataupun websiteagar lebih memudahkan masyarakat untuk 

meingeitahui informasi mengeinai pelayanan dan administrasi. 

2. Disarankan adanya proseidur yang jeilas dan sistematis terutama untuk 

proses seirtifikasi bibit hutan,mulai dari pendaftaran, peimeriksaan 

kualitas, hingga penerbitan sertifikat, hal ini akan meimpercepat proses 

pelayanan. 

3. Disarankan pihak terkait meilakukan penyuluhan karena masih banyak 

pelaku usaha perbenihan, teirutama didaerah-daerah yang mungkin 

belum memahami peintingnya sertifikasi bibit. 

4. Disarankan pihak terkait melakukan pengembangan system digital, 
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system informasi berbasisi digital untuk proses sertifikasi akan 

meimpermudah pengelolaan data bibit yang telah disertifikasi dan 

meimudahkan akses informasi oleh pihak yang meimbutuhkan. 
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Draft Pertanyaan Wawancara dengan Informan 

 

1. Pertanyaan pewawancara kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan 

Tanaman Hutan Provinsi Riau sebagai berikut: 

- Apa dasar hukum yang mengatur terkait pelayanan sertifikasi mutu 

benih yang dilakukan UPT Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Riau? 

- Bagaimana penerapan dasar hukum yang mengatur terkait pelayanan 

sertifikasi mutu benih pada UPT Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi 

Riau? 

- Apakah pelayanan sertifikasi mutu benih di UPT Perbenihan Tanaman 

Hutan sudah sesuai dengan peraturan? 

- Bagaimana dengan pelayanan sertifikasi mutu benih apakah sudah 

sesuai dengan petunjuk pelaksana? 

- Apakah pelayanan yang diberikan oleh UPT Perbenihan Tanaman 

Hutan sudah sesuai dengan petunjuk teknis? 

- Apakah program kerja pada UPT Perbenihan Tanaman Hutan sudah 

terprogram dan terencana dengan baik? 

- Apakah pada UPT Perbenihan Tanaman Hutan Provinsi Riau memiliki 

SOP? 

 

 

2. Pertanyaan pewawancara kepada penerima layanan Sertifikasi Mutu Benih 

sebagai berikut: 

- Apakah menurut Bapak/Ibu pegawai pada UPT Perbenihan Tanaman 

Hutan sudah mengerti tentang apa itu sertifikasi mutu benih? 

- Apakah didalam melaksanakan pelayanan terdapat kendala/tidak? 

- Apa yang menjadi kemudahan Ketika melakukan pelayanan sertifikasi 

mutu benih? 

- Apakah didalam melakukan Pelayanan memakan waktu yang lama? 

Jika lama, mengapa? 
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Dokumentasi Foto Wawancara Dengan Informan 

 

Wawancara dengan Bapak Kepala Seksi Produksi Peredaran 

Sertifikasi Benih/Bibit 
 

 

Wawancara dengan Bapak Kepala Sub Bagian Tata Usaha 
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Wawancara dengan Staff Seksi Produksi Peredaran Seertifikasi Benih/Bibit 
 

 

Wawancara dengan CV. Kohasima Jaya 
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Wawancara dengan CV. Kemilau Tani Group 


